QANUN ACEH
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Menimbang

Mengingat

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

. a.

bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelayanan publik
guna mendorong pertumbuhan pembangunan daerah, perlu
dilakukan  penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan non perizinan secara cepat, mudah, murah,
transparan, akuntabilitas dan  debirokratisasi  melalui
keterpaduan dalam penyelenggaraan,;

bahwa untuk terciptanya keterpaduan dalam penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Aceh diperlukan suatu lembaga dengan tugas pokok,
fungsi dan kewenangan sebagai penyelenggara;

bahwa berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 100 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan
Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Aceh berwenang
untuk membentuk suatu Satuan Kerja Perangkat Aceh yang
sesuai dengan karakteristik, potensi dan kemampuan daerabh;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu membentuk ganun Aceh tentang
Susunan Organisasi Dan Tatakerja Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685);



5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-
Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (Lembara Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4866);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

14.Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tatacara
Pembentukan Qanun Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Darussalam Tahun 2007 Nomor 03 Tambahan Lembaran
Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);

15. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan
Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008
Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Darussalam Nomor 11);

16. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor
08, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
Nomor 18).



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA

KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum
yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam Sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi
dan kewenangan masing-masing.

Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur
penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.

Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses
demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur dan adil.

Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BP2T adalah
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Bagian adalah Bagian Tata Usaha pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Bidang adalah Bidang pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam.

Sub Bagian adalah Sub bagian pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam karena jabatannya adalah sebagai Kepala
Sekretariat.

Kepala Bagian Tata Usaha adalah Kepala Bagian pada Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Kepala Sub Bagian adalah kepala sub bagian pada Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur satuan kerja
perangkat Aceh terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan
pelayanan perizinan dan non perizinan.



16. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu adalah
kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang prosesnya dimulai
dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara
terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

17. lzin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas,
menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk
melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

18. Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada seseorang atau badan
hukum tertentu dalam bentuk izin.

19. Non perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada
seseorang atau badan hukum tertentu.

20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional yang
dibutuhkan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam.

BAB I
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan

Pasal 2

(1) BP2T adalah unsur pendukung dan pelaksana tugas Pemerintah Aceh di
bidang pelayanan perizinan dan non perizinan.

(2) BP2T dipimpin oleh seorang Kepala Badan karena jabatannya adalah sebagai
Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekda.

Pasal 3

(1) Susunan organisasi BP2T, terdiri atas:

kepala badan;

bagian tata usaha;

bidang pelayanan SDA;

bidang pelayanan informasi dan pengaduan;
bidang pelayanan non SDA;

tim teknis; dan

kelompok jabatan fungsional.

@-ooooTy

(2) Bagian Tata Usaha, terdiri atas:
a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
b. sub bagian keuangan dan pelaporan.

Pasal 4

(1) Kepala Badan karena jabatannya adalah sebagai Kepala Sekretariat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibantu oleh Bagian dan Bidang.

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang
tugasnya.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan
bidang tugasnya.
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(5) Tim Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BP2T
melalui Kepala Bidang yang berkesesuaian.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 5

(1) BP2T mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan
secara terpadu.

(2) Pelaksanaan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan prinsip kepastian, keamanan, koordinasi, integrasi,
sinkronisasi, transparansi, dan simplifikasi.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BP2T

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan badan;

b. pelaksanaan penyusunan program badan;

C. penetapan standar pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pengelolaan sistim informasi secara efektif, efisien, dan mudah di akses;

penyusunan maklumat pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan

sifat, jenis, dan karakteristik perizinan;

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait di bidang

pelayanan perizinan dan non perizinan;

penanganan pengaduan;

pengelolaan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan perizinan dan non

perizinan;

J. pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan non perizinan secara periodik untuk mengetahui indeks
kepuasan masyarakat;

k. penyampaian laporan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Gubernur
secara periodik; dan

I. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Pasal 7

(1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BP2T
mempunyai kewenangan:

. memproses pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;

. menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan;

. menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan;

. menangani pengaduan masyarakat; dan
e. melaksanakan penilaian kinerja aparatur dan indeks kepuasan masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Gubernur melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan
kepada BP2T.

(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan keputusan Gubernur selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ganun
ini diundangkan.
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